BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOK B TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PENELITIAN, IZIIv PRAKT K KERJA LAPANGAN, DAN

IZIN KU LIAH KEERJA NYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA JA ESA BUPATI BUTON TENGAH,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa berde sarkan PPasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam Neger: Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi  Penelitian, Bupati melalui
Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan
bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian

lingkup Kabuoaten;

. bahwa rekomendasi penelitian menjadi bahan

pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah
daerah dan capat menjadi acuan dalam memperoleh izin

penelitian;

. bahwa untuk efektivicas dan optimalisasi pelayanan izin

penelitian, izin praktk kerja lapangan, dan izin kuliah

kerja nyata perlu diselenggarakan pelayanan perizinan;

. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penelitian,

Izin Praktik Kerja Le pangan, dan 1zin Kuliah Kerja Nyata;

:1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kaburaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 172);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacreh (Lembaran Negara Republik



o

Menetapkan

Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomo= 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 567;

. Peraturan Pemnerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daeral, Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

. Peraturan Penierintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata

cara pelaksanaan kerjasama Daerah;

. Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 64 Tahun 2011

tentang Fedoman Penertiban Rekomendasi
Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan  ekomendasi Penelitian (Berita Negara
Republik Indcnesia Tahun 2011 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENELITIAN,

IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, DAN IZIN KULIAH
KERJA NYATA.
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BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ya g dimaksud dengan:

i 5

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitzn dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di
bidang iimu pengetahuar dan teknologi serta menarik kesimpulan
ilmiah bagi keperluan kemsjuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Praktik kerja Lapangan ate u Praktiz Pengenalan Lapangan atau Praktik
Kerja Industri atau kegiata1 dengan penyebutan lain yang sejenis yang
selanjutnya disebut PKL adaleh kegiatan yang dilaksanakan oleh
mahasisva, siswa sekolah atau oengajar / pendidkan / Dosen sebagai
wahana praktik dari ilmu yang di pelajari di bangku kuliah, sekolah
atau ilmu pengetahuai dan teknologi yang dimiliki yang dilakukan di
lingkungan pemerintahan Ihaerah

Kuliah Kerja Nvata atau kegiatan cengan penyebutan lain yang sejenis
yang selanjutnva disebut KXN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
mahasiswa sebagai wahanan pembelajaran dan sosialisasi  serta
pengabdian ilmu yang didapt di bangku kuliah yang dilakukan baik
dengan masyarakat, wilaysh Daerah, instansi pemerintahan dan /atau
instansi non pemerintahe 1, termasuk kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.

Rekomendasi penelitian adalah keterangan, catatan, atau

persetujuan terhadap usule n penclitian.

. Izin Penelitian. Izin Praktix Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja

Nyata yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan
kepada setiap orang pribadi ateu Badan termasuk perguruan tinggi,
dan/atau lembaga nirlabz untuk dapat melaksanakan penelitian,

praktik kerja lapangan, dan kulian kerja nyata.

. Peneliti adalah Warga I\egara I[ndonesia baik sebagai individu,

lembaga pendidikan/pergiiruar tinggi, badan usaha, aparatur
pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba yang
melakukan penelitian.

Organisasi Kemasyarakatz1 adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat Warg: Negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kegiatan  profesi, tugas, fungsi, agama, dan

kepercayaan terhadap Tuban Yang Maha Esa, untuk berperan serta
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dalam pembangunan dalam rargka mencapai tujuan nasional dalam
wadah Negara Kesatuar. Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.

9. Lembaga nirlaba adalah |smbaza non pemerintah meliputi lembaga
pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian,
badan eksekutif mahasis'va, dan pondok pesantren, termasuk
lembaga swadaya masyaral:at lainnva.

10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
satu kesatuan, baik yan: melallukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daereah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, <operasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, vayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi  lainnya, lembage dan bentuk badan lainnya
termasuk konirak investesi kolektif dan bentuk usaha tetap, dan
perguruan tinggi serta lemkiaga nirleba.

11.Daerah adalah Kabupaten Euton Teagah.

12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

13.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.

14.Badan kesatuan Bangse dan Politik yang selanjutnya disebut
Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Buton Tengah.

15.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut
Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Buton Tengah.

16.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Percncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Buton Tengah.

17.Kepala Badan Perencanaain Perbangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala Bapped: adaleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabu paten Buton Tengah.

18.Perangkat Daerah yang sclanjutnva disingkat PD adalah Perangkat
Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian, praktik kerja

lapangan, dan kuliah kerja " yata.



BAB II
KETE NTUAN PERIZINAN
Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau 3adan yang melakukan kegiatan penelitian,
PKL, dan/atau KKN di wila; ah /daerah wajib memiliki izin.
(2) I1zin sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) meliputi:
a. izin penelitan bagi orcng pribadi atau Badan yang melakukan
kegiatan perelitian;
b. izin PKL bagi orang pritadi atau Badan yang melakukan
kegiatan PKL; dan
c. izin KKN bagi orang pribaci atau Badan yang melakukan
kegiatan KKN.
(3) Izin penelitian dan Izin PKL diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol.
(4) Izin KKN diterbitkan oleh kepala Beppeda.

Pasal 3
Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak
dikenakan biaya.

Pasal 4
Izin sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 2 ayat (2) tidak dapat
dipindahtangankan.

BAB (I
IZIN PENELITIAN
Eagian Kesatu
Rekorendesi Penelitian
Pasal 5
(1) Setiap orang pribadi atat Badan yang melakukan penelitian wajib
mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat permohonan izin
penelitian.

(2) Rekomencdasi penelitian dite-bitkan oleh Kepala Bakesbangpol.

Pasal 6
Rekomendasi penelitian diberik: n der gan tujuan:
a. untuk bahan pertimbangai: pemberian izin penelitian;
b. untuk acuan bagi peneliti lalam m=mperoleh izin penelitian; dan

c. untuk tertib administrasi pelaksanaan penelitian di Daerah.



Pasal 7

Orang pribadi atau Badan sel:agaimara dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

mengajukan permohonan pene bitan rekomendasi penelitian kepada Kepala

Bakesbangpol melalui surat permohonan yang turut di tandatangani

oleh

a.

kepala desa tempat domisili pencliti bagi penelitian kemasyarakatan
untuk peneliti individu yang tidak berasal dari perguruan tinggi
dan/atau lembaga nirlabg;

pimpinan yang memt:dang penelitian dari perguruan tinggi
dan/atau lembaga nirlaba yang bersangkutan, untuk peneliti yang
berasal dari perguruan tirnggi dan/atau lembaga nirlaba;

pimpinan yang membiclangi penelitian dari badan usaha yang
bersangkutan, untuk perieliti badan usaha;

pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk
peneliti aparatur pemerir tahan;

pimpinan yang menbidengi penelitian dari organisasi
kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; atau
pimpinan yang membida~gi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya,

untuk peneliti organisasi 1irlaba lainnya.

Pasal 8

(1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dilampir dengan persyaratan:

a. proposal penelitian yang berisi :
1. latar belakang;

maksud dan tujuar;

ruang lingkup;

jangka waktu penelitian,;

lama peneliti;

sasaran /target penec itian,

metode penelitian,;

lokasi penelitian; dein
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hasil yang diharapkan dari penelitian;
b. fotokopi Kartu “anda Penduduk peneliti/penanggung

jawab/ketua/koordinator peneliti yang masih berlaku; dan/atau



c. fotokopi akta pendirian bagi peneliti dari badan usaha,
organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya.

(2) Pengajuan permohonan penerbiten rekomendasi penelitian paling

lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan

penelitian.

Pasal 9
(1) Bakesbangpol = melakukan  verifikasi ~ permohonan  penerbitan
rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
beserta persyaratan sebaga mnana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Hasil verifikasi berupa :
a. penerbitan rekomendasi penelitian, apabila peneliti memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; atau
b. penolakan penerbitan rekornendasi penelitian, apabila peneliti
tidak memenuhi pers,aratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10
Penerbitan hasil verifikasi pali1g lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat
permohonan penerbitan rekomendasi oenelitian diterima dengan lengkap

dan benar.

Pasal 11

(1) Rekomendasi penelitian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(2) Rekomencdasi penelitian dapat diperoanjang selama 6 (enam) bulan atas
permohonan tertulis dari pemilik rekomendasi.

(3) Pengajuan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lama 14
(empat belas) hari sebelurn mase rekomendasi penelitian berakhir
dengandilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah
dilaksanakan sebelumnya.

(4) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berlaku bagi peneliti dengan jangka waktu penelitian lebih dari 6

(enam) bulan.



2agian Kedua
Prosedur Penerbitan Izin Penelitian
Pasal 12
(1) Setiap orang atau baclan yang akan melakukan penelitian
mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau akses ke laman yang
ditentukan dengan mengisi ‘ormulir yang telah disediakan.
(2) Permohonan izin penelitian dilampiri dengan persyaratan berupa
rekomencasi penelitian.
(3) Laman yang ditentukan s:bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh Kepala Bakesbangpol.

Pasal 13

Dasar pertimbangan pemberian izin penclitian yaitu rekomendasi penelitian.

Pasal 14
Izin penelitian diterbitkan oleh Kepzla Bakesbangpol paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak permohonan :zin penelitian diterima secara lengkap dan
benar.

Pasal 15

(1) Izin penelitian berlaku selama 3 (tige) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Izin perelitian dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan atas
permohoran tertulis dari pemilik :zin.

(3) Pengajuan perpanjangan :zin penclitian paling lama 7 (tujuh) hari
sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil

kegiatan penelitian yang suc ah dilaksanakan sebelumnya.

Pasal 16
(1) Setiap pemilik izin pene tian wajib menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan pene itiannye paling lama 6 (enam) bulan sejak
berakhirnva izin.
(2) Laporan  pelaksanaan  penelitian  diserahkan kepada Kepala

Bakesbangpol.



BAB IV
IZIN PKL
Bagian Kesatu
Rekomendasi Lokasi
Pasal .7
(1) Perguruan tinggi dan lembage nirlaba sebelum mengajukan
permohorian izin PKL wejib melakukan konsultasi kepada Kepala
Pemerintzh Dacrah ( PD) tempat pelaksanaan PKL dalam rangka
sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan PKL.
(2) Kepala Pemerintah Dacrah (FD) berdasarkan hasil konsultasi

menerbitkan rekomendasi lokasi PKL.

Bagian Kedua
Prosedi i Penerbitan I1zin PKL

Pasal 18
(1) Setiap perguruan tingg; den lembaga nirlaba yang akan
melaksanakan PKL mengajukan permohonan kepada Kepala
Bakesbangpol secara tertulis dan/atau akses ke laman yang ditentukan
dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
(2) Permohoran izin PKL dilampiri dengan persyaratan berupa :
a. surat permohonan penerbitan izin PKL;
b. rekomencdasi lokasi Pl<L dari Kepala PD lokasi PKL;
c. proposal kegiatan PK]. yang berisi keterangan:
1. maksud dan tujuan PKL;
2. daftar nama dar jumlah peserta PKL, disertai dengan data
bidang keilmuan calon peserta;
3. jadwal pelaksane an PKL;
4. metode PKL;
5. penanggung jawealb PKL; dan
d. surat pernyataan sanggup meayerahkan hasil pelaksanaan PKL.
(3) Laman vyang ditentukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Bakesbar:grol.

Pasal 19
Kepala Bakesbangpol dalam me mberikan izin PKL mendasarkan pada:
a. kesesuaian antara ilmu yang dipelajari dengan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah “empat dilaksanakannya PKL; dan

b. intensitas volume pekerja:n perangkat daerah.



Pasal 20

(1) Kepala Bakesbangpol n-elakukan verifikasi surat permohonan
penerbitan izin PKL beserta persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18.

(2) Keputusan atas permotonan izin PKL diberikan oleh Kepala
Bakesbangpol dalam janglca wakiu paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak berkas permohonan c.iterima secara lengkap dan benar.

(3) Keputusan atzs permohoran izin PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa :

a. pemberian izin PKL; atau

b. penolakan pemberian izin PKL.

Pasal 21
(1) Laporan pelaksanaan PKI. disampaikan kepada Kepala Bakesbangpol
melalui Kepala Pemerintah Daerah PD) lokasi PKL.
(2) Laporan pelaksanaan PKI. dibuat dalam bentuk buku yang memuat
paling sedikit:
a. latar belakang;
b. permasalahan;
c. lokasi PKL;
d. maksud dan tujuan;
e. pelaksanaan PKL; dan

f. kesimpulan dan sara:.

Pasal 22
(1) Izin PKL berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan atas
permohonan tertulis dari pemilik izin.
(3) Pengajuan perpanjangan izin PXL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum
masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan

PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.



BAB V
IZIN KKN

I-agian Kesatu
Persetujuarn Lokasi

Pasal 23
(1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan
permohonan izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Bappeda
dalam rangka sinkronisasi prograri, sasaran, dan lokasi pelaksanaan
KKN.
(2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
pelaksanaan observasi laparigan guna memperoleh :
a. persetujuan lokasi dari kepala desa apabila pelaksanaan KKN di
lingkungan Daerah; atau
b. persetujuan lokasi dar Kepala Pemerintah Daerah (PD) apabila
pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Surat persetujuan lokas KKN dari Kepala Desa sebagaimana

dimaksud padea ayat (2) diketahus oleh Camat setempat.

Bagian kedua
Prosedu -~ Penerbitan Izin KKN
Pasal 24
(1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan
melaksarakan KKN mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Bappeda.
(2) Permohonan izin KKN dilan-piri dengan persyaratan berupa :
a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau
lembaga nirlaba,;
b. persetujuan lokasi s¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2); '
c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit :
1. calon lokasi KKIN yang akan ditempati meliputi nama
Padukuhan, Desa, dan Kecamatan;
data peserta KKN sesuai der.gan cakupan lokasinya;
jadwal pelaksanaan KKN;
pola atau jenis KKN yang dilaksanakan,;

program dan kegiatzin KKN;

o o0 A 0N

data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing

lapangean; dan



d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.

Pasal 25
Kepala Bappeda dalam member <an izin KKN mendasarkan pada :
a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;
b. kesesueian program KKN cengan lokasi KKN;
c. lokasi KKN yang tidak turanpang tindih;
d. kondisi ketertiban masyarakat cli wilayah daerah; dan
e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

huruf a dan hurufb.

Pasal 26

(1) Bappeda melakukan verifikasi berkas permohonan izin KKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Dalam melaksanakan verifikasi permohonan penerbitan izin KKN
sebagaimana dimaksud pzda avat (1) Bappeda berkoordinasi dengan
perangkat daerah terkait.

(3) Keputusan atas permohor an izin {KN diberikan oleh Kepala Bappeda
paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima
secara lengkap dan benar.

(4) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berupa :

a. pemberian izin KKN; atau

b. penoclakan pemberian izin KKN

Pasal 27
Izin KKN berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 28
Setiap pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

kegiatan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya izin.

Pasal 29
(1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Bappeda
dalam bentuk buku, yang memuat paling sedikit :
a. Latar belakang;
b. Permasalahan;
c. Lokasi KKN;
d. Maksud dan tujuan;



e. Pelaksanaan program dan kegictan KKN;
f. Laporan penggunaan tantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima
bantuan; dan
g. Kesimpulan dan saran
(2) Laporan sebagaimana d:maksud pada ayat (1) disampaikan

sebanyak 1 (satu) eksemplar.

BAB VI
PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 42
Kepala Bakesbangpol dan <epala Bappeda dapat mendelegasikan
penandatangan Izin kepada pcjabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI
Eagian Kesatu
Hak, Kev/ajiban, dan Larangan
Pasal 43
Setiap pemilik Izin berhak melaksanalian penelitian, PKL dan/atau KKN

sesuai dengan Izin yang diberike n.

Pasal 44
Setiap pemilik izin penelitian, izir PKL, dan izin KKN berkewajiban :
a. melaporkan pelaksanaan kegziatar kepada :
1. Kepala Desa dan Camat bagi pemilik izin KKN;
2. Kepala PD lokasi pen:litian, ?KL atau KKN bagi pemilik izin
penelitian, izin PKL, dan zin KKN;
b. menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku;
c. melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi dan/atau Izin yang
diberikan; dan
d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kkegiatan penelitian
dan/atau PKL kepada I{epala Bakesbangpol, dan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan KKN kepada Kepala Bappeda.



Pasal <5
Setiap pemilik rekomendasi den permilik Izin dilarang menyalahgunakan
rekomendasi atau Izin yang diberikan untuk kepentingan selain yang
tercantum dalam dokumen rekomendasi atau Izin.

Eagian Kedua
Sar ssi Administrasi

Pasal <46
Setiap pemilik rekomendasi atau pemilik Izin diberikan sanksi
administrasi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 dan Fasal 33.

Pasal 47

1) Sanksi administrasi sebag:imana dimaksud dalam Pasal 46 berupa
peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut- turut
dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.

2) Rekomendasi dan Izin j,ang diberikan dicabut apabila pemilik
rekomendasi atau pemilik Izin tdak melakukan perbaikan sesuai
peringatan yang diberikan.

3) Rekomendasi dan Izin ya-g diberikan dapat dicabut tanpa melalui
peringatan tertulis apak:la kegiatan yang dilakukan melanggar
kepentingan dan keselamat:n umumn.

4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:

a. Kepala Bakesbangpol untuk rekomendasi izin penelitian, izin
penelitian dan izin PKL; ¢an

b. Kepala Bappeda untuk izin KKN

BAE VIII
PELAKSANAAN, Pl MBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48
1) Pelaksanaan, pembinaan. den pengawasan atas pemberian
rekomendasi penelitian, izin perelitian, dan izin PKL dilakukan oleh
Bakesbangpol.
2) Pelaksanaan, pembinaan, can penzawasan atas pemberian izin KKN,
dilakukan oleh Bappeda.
3) Pelaksanzan  pembinaan daa  pengawasan atas pemberian
rekomendasi dan Izin sebagairnanra dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dikoordinasikan derigan PD rerkait.



BAB IX
KETEMTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Pada saat Peraturan Bupati in. mulai berlaku, rekomendasi atau izin yang
telah diterbitkan cinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa

berlaku rekonmendasi atau izin barakhir.

BAB X
KET:ENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Hal-hal yang belum diatur dal:am Peraturan Buapti terkait Izin Penelitian,
Izin Praktek kerja Lapangan dar: Izin Kuliah Kerja Nyata akan diatur dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 51
Peraturan Bupati iri mulai berl:ku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiriva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempata inya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton
Tengah.

Ditetapkan di Labungri
pada tanggal 2 )Januari 2020

BUPATI BUTON TENGAH,

AHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 3/)Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
TEN BUTON TENGAH
/

KOSTANTINUS BUKIDE
BERITA DAERAH IJABUPATEN 3UTON TENGAH TAHUN 2020
NOMOR ... T




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : / BKBP/2020
TANGGAL : 2020

A. FORMAT SURAT IZIN PENELITIAN
KOP SUIRAT BAKESBANGPOL

s < | . =
Labungkari, Januari 2020
Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. ...
Perihal : Izin Penelitian di-
Tempat
Dasar : Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor : / Tahun 2020. tentang
Izin Penelitian, Kerja Lapangan dan Kuliah kerja nyata.
Menunjuk : Suratdari.............. NOBOT o s son s Tanggal ... Hal.. ..oses:-.

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
NIM/NIP/NIK
Jenis Kelamin
Pekerjaan
Alamat Rumah :
Untuk : mengadalkan penelitian dengan judul .............
Lokasi E
Waktu : selama 3 'tiga) bulan mulai tanggal ...... X o
Penanggung Jawab :
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah setempat (camat/lurah
desa) dan atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menctaati ketentuan-ketentuan setempat yang
berlaku
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penelitian sebanyak 1
(satu) eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten
Buton Tengah
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang
direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sev.aktu-walktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-
ketentuan di atas.
Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya,
diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan
seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan Penctlitian Saudara wajib menyampaikan laporan
kepada kami 1 (satu) bulan setela- berakhirnya Penelitian.

KEPALA BAKESBANGPOL,

Tembusan surat izin ini disampaikan kepade. :
1. Bupati Buton Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pol PP dan Damlkar Kah. Buton Tengah



B. FORMAT PERNYATAAN SANGGU? MENYERAHKAN LAPORAN HASIL
PENELITIAN

PERNYATAAN SANGGUP
MENYERAH KAN HASIL PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di baw:h ini :
Nama

No. Mhs/NIM/NIP/NIK
Instansi/Perguruan Tinggi

Alamat Instansi/Perguruan Tinggi
Alamat Rumah

Dosen Pembimbing

Dengan ini, menyatakan sanggup untuk menyerahkan hasil penelitian kami yang
berjudul :

.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Kepada Kepali Bappeda Kabupaten Buaton Tengah, selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah berakhirnya penelizian.

Pernyataan kesanggupan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari izin

penelitian yang kami lakukan di wilayah Kaoupaten Kabupaten Buton Tengah.

Labungkari, ......ccoccovvvieiinanni.

Yang membuat pernyataan



.

. LAMPIKAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : /BKBP/2020
TANGGAL : 2020

C. FORMAT SURAT IZIN PRAKTEL KERJA LAPANGAN (PKL)

KOP SU RAT BAKESBANGPOL

Labungkari, Januari 2020

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. ...
Perihal : Izin Penelitian di-
Tempat
Dasar . Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor : Tahun 2020.
Tentang Izin Penelit:on, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja
Nyata
Menunjuk : Surat dari................. Nomor ................ Tanggal ........... 1 £ | F——
MIENGIZINKAN :
i Kepada
Nama
NIP/NIK
JABATAN
Instansi/Perguruan Tinggi
Alamat :
Untuk :  mele <sana<an PKL siswa/mahasiswa di ....... selama
...... cari tangzal ......... s.d .........

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. terlebih dahulu menemui/ melaporkan diri kepada kepala instansi
setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya

2. Wajib mentaati segala peratur:n yarg ada ditempat PKL.

3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PKL sebanyak 1 (satu)
eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten Buton
Tengah.

4. Izin tidak disalahgunakan untuk kzpentingan-kepentingan diluar yang
direkomendasikan.

5. Izin ini dapat dibatalkan sew:ktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-

. ketentuan di atas.
Demikian izin ini dikeluarkan untuk cigunzkan sebagaimana mestinya.

- Setelah selesai pelaksanaan PKL S:udara wajib menyampaikan laporan kepada
kami 1 (satu) bulan setclah berakhirnya PKL.

Dikeluarkan di Labungkari
Pada tanggal

KEPALA BAKESBANGPOL,

Tembusan surat izin ini disampaikan kepade :
1. Bupati Buton Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kab. Buton Tengah



"l

D. FORMAT PERNYATAAN SANGGULP MENYERAHKAN LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

PERNYATAAN SANGGUP MENVYERAHKAN HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK
KERJA LAPANGAN (PKL)

Kami yang bertanda tangan di baw«h ini :

Nama

NIP/NIK :

Jabatan : (Selaku Penanggung Jawab PKL)
Instansi /Perguruan Tinggi/Sekolal:

Alamat Instansi /Perguruan Tinggi

Dengan ini, menyatakan sanggu;: untuk menyerahkan hasil pelaksanaan PKL
Mahasiswa/Siswa kaini yang dilaksanakan pada tanggal  .............

sampai  dengan.............cceceeuanen, DEFIOKRAST €T s s s o v empamon s msrsanss

Kepada Kepala ..........cccccoeevenenen.n. Kabupaten Buton Tengah, selambat-lambatnya
1 (satu) bulan setelah berakhirnya PKL.

Pernyataan kesanggupan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin
PKL yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Buton Tengah.

Labungkari, .....ccccoeeviviiiiinnnnn...

Yang membuat pernyataan



' F. FORMAT PERNYATAAN S4NGGUP MENYERAHKAN LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA

PERNYATAAN SANGGUI* MENYE RAHKAN HASIL PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP/NIK !
Jabatan : (Selaku Penanggung Jawab KKN)
Instansi /Perguruan Tinggi
Alamat Instansi/ Perguruan Tingg :

Dengan ini, menyatakan sanggu): untuk menyerahkan hasil pelaksanaan KKN
Mahasiswa kami yang dilaksanckan pada tanggal ...

sampai dengan ...........coceveueeeenenneniineans DETIDRAST G ... ovwes v s s wmiing niie e

Kepada Kepala Bappcda Kabupaten Buton Tengah, selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah berakhirnya KKN.

Pernyataan kesanggupan ini merupakan begian yang tidak terpisahkan dari izin

KKN yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Buton Tengah.

Yang membuat pernyataan

BUPATI BUTON TENGAH,

* DDIN

/%%
(e wgﬁ

__,%(P



o LAMPI2AN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : /Bappeda/2020
TANGGAL : 2020
E. FORMAT SURAT IZIN KKN

KOP SURAT BAPPEDA
e W e

SURAT IZIN KULIAH KEERJA NYATA (KKN)
NOMOR : / /Bappeda/2020

Dasar : Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor : Tahun 2020. tentang
1zin Penelitian, Praktck Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari.............. NOMOT ...cvvvvnannnn. Tanggal ........... Hal............

VIENGIZINKAN

Kepada

Nama

Nip/Nik

Jabatan

Instansi/Perguruan Tinggi: (selak.i penanggung jawab KKN) Alamat Instansi/
Perguruan Tinggi

- Untuk : melak:anaken KKN mahasiswa dengan lokasi
yang dirckomendasikan/disetujui adalah
selamit........ ..... dari tanggal .................. s [P—

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaporkan kepada pejabet pemerintah setempat (camat/lurah
desa) dan atau kepala instar si untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dar mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang
berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporai: hasil pelaksanaan KKN sebanyak 1 (satu)
eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk Lkepentingan-kepentingan diluar yang
direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewktu-walkitu apabila tidak dipenuhi ketentuan-
ketentuan di atas.
Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya,
diharapkan pejabat pemerintah/1on pemerintah setempat memberikan bantuan
seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan KKN Saudara wajib menyampaikan laporan kepada
kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya KKN.

Dikeluarkan di Labungkari
Pada tanggal
= KEPALA BAPPEDA,

Tembusan surat izin ini disampaikan kepaca:
1. Bupati Buton Tengah (sebag:i laporan)
2. Kapolres Baubau
3. Kepala Dinas Pol PP dan Dainkar Kab. Buton Tengah
4. Camat /l.urah Desa .....

- BUPATI BUTON TENGAH,

s

SAMAHUDDIN



